
BUPATI BARITO UTARA 
PROVINS] KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR ;2.. 3 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 
2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASJ 

Menimbang 

Mengingat 

DENG.Alf RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Petunju.k Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Pengendalian Mcnara Telekomunikasi; 

b. bat wa Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan 
Ret :"ibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana 
di:maksud pada huruf a, tidak sesuai !agi degan perkernbangan 
jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Barito Utara 
sehingga perlu dilakukan perubaban; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru{ a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 
15 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara 
Pernungutan Relribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Repub1ik fndonesia Tahun 
1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana te1ah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 
Tapin dan Daerah 'fingkat II Tabalong dengan Mengubah. 
Unc lang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan 
Unc lang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 ten tang 
Pembentukaa Daerah Ti:ngkat ll di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756}; 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor L, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

7 Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahw1 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Repub]ik Indonesia Nomor 5679}; 

9. Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Namm· 65 'fahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem ]nfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10 Pera turan Pemerintab Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

11 . Peratu.ran Menteri Dalani Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retri.bus1 Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara 
Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pernbahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2017, Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor l); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 6); 

14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 lentang 
Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Serita Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2018 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAH AN ATAS PERATURAN 
BUPA.Tl BAR1TO UTARA NOMOR 15 TJ\HUN 2018 TENTANO 
PETUNJUK PELAKSANMN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN 
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengenda1ian 
Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 
15) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan pasal 3 ayat ( l) diubah1 sehingga Pasal 3 berbun:yi sebagai berikut : 

Pasal 3 

( 1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Menara atau yang 
diberi kuasa dengan persayaratan sebagai berikut: 
a. mengisi SPdORD yang ditandatangani oleh Pemilik Menara atau yang 

diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Kcpala 
Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut : 
1. nama Pcmilik Menara; 
2. ala.mat Pemilik Menara; 
3. idcntitas menara (site id); 
4. nama menara (nama site); 
5. alamat menara; 
6 . lokasi menara; 
7 koorctinat menara (longitude dan latitude): 
8. jerus menara (monopole, tiga kaki, empat kalri); 
9. tinggi menara; 
10. tahun pembuatan/pemasangan menara; dan 
11. nomor 1MB; 

b. SPdORD sebagaimana dimaksud pada huruf a , dilampiri dengan 
data/ dokumen pendukung sebagai bcrikut: 

., 
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1. foto kopi identitas pemilik menara untuk perorangan dan akta 
pendirian badan hukum untuk badan; 

2. dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan 
surat kuasa atau perjanj1an yang dibubuhi meterru secukupnya dari 
Pemilik Menara; dan 

3. dokumen standar baku konst.ruksi menara. 

(2) Bentuk dan format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(3) SPdORD beserta kelengkapan dokumen sebagaimana climaksud pada ayat 
(1) diserahkan kepada Kepala Dinas. 

2. D1antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) a.yat, yakni ayat (2a), 
sehingga PasaJ 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan men&:,aunakan SKRD. 
(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada 

triwulan IV bu.Ian Oktober sampai dengan Oesember. 
(3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Pcrhitungan besaran tarif Retribusi Pengendaliau Menara Telekomunikasi 
dihitung berdasarkan tarif variabel dcngan Lerlebiih dahulu menetapkan 
biaya rata-rata atau tarif menara per kunjungan. 

(2) Vanabel yang digunakan dalam perhltungan sebagai:mana dimaksud pada 
ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. variabel jarak tempuh : 
l. dalam kota (indeks 0,7); dan 
2. luar kota (indeks 1,3). 

b. variabel jenis menara : 
1. menara monopole/kamuflase (indeks 0,9), 
2. menara mandiri 3 ka.ki (indeks 1); dan 
3. menara mandiri 4 kaki (indeks 1, 1). 

(3) Biaya rata-rata atau tarif menara per kunjungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat {l) dihitung berdasarkan jumlah biaya operasional kunjungan 
dalarn rangka pengendalian dan pengawasan rnenara daJam satu kunjungan 
dibagi dengan jumlah menara. 

(4) Jumlah kunjwigan sebagaimana ctimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun per menara. 

(5) Jumlah menara telekomunikasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan 
diperoleh dari data yang diberikan oleh pemilik menara atau dari has1l 
pendataan rnenara telekomunikasi tahun sebe1umnya. 



(6) Jumlah han kunjungan kcsemua menara dihitung berdasarkan estimasi 
rata-rata jumlah menara yang dapat dikunjungi dalam 1 (satu) hari 
ditetapkan scbanyak 3 (tig,a\ menara per hari 

(7) Biaya operasional scbagaimana dimaksud padn ayat (3) dihiumg 
berdasarkan : 

a. jumlah biaya transportasi dan uang harian pctugas pengawas yang 
mengacu pada keputusan Bupati tentang Standa:r B1aya PerJalanan 
D1nas di Lingkungan Pemenntah Kabupat•!n Barito Utara dengan 
pcrhitungan sebagai berikut: 
1. biaya transportas1 berdasarkan rata-rata besaran biaya kunjungan 

dalam rangka pengendalian dan pengawasa.i1 trenara dalam satu 
kunjungan per menara dengan rumus: 
Total biaya kunjungan/ jum\ah hari kunjungan ke semua menara; 

2. uang hanan petugas pengawas berdasark8'" rata-rata uung ha rian 
petugas pengawas daJam rangka pengcmia iar dan pengawasa n 
menara dalam satu kunjungan per menara ct~ngan nunus: 
Total uang pcrjalanan dinas petugas pengawas/jumlah hari 
kunjungan / jumlah petu gas pengawas; 

b. ATK selama 1 {satu} kah kunjungan. 

(8) Tata cara perhitungan besaran tarif retribusi sehr: gaim'l..,a dimaksud pada 
ayat (1) tercanlum dalam Lamp1ran III yang merupakan bagian tida l< 
Lcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4 . Ketentuan Lampiran l rlan Lampi.ran lll diubBh, sehingg~ menjadi sebagaimana 
tercantum da1am Lampiran I dan Lampiran II yang r:i~rupakan bagian tidak 
terp1sahkan dari Peraturan Bupat1 ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Bupau 
ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupale r. Barito Utara. 

Diundangkan d1 Muara Teweh 
pada tanggal 7 Of<¼v~ 2019 

·" SEKRETARIS DAERAH 
;,; .... / --KAIIUPATEN BARITO UTARA, 

'r.:iv .. ::--· ~ 
\ti. ~.11.A ! J..J ~ 
~\ & J~AL ABIDIN 

. '-4~ ,_.. - I ~ • 

· '/.- f .. t 1tAERAH KABUPATEN BARITO UTARiiAii°-UNjo1 9 NOMOR ~ 



BENTUK DAN i"t'ORMAT 

LAMPIRAN I : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR ~.~ TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRJBUSI PENG EN DALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

SURAT PENDAF'TARA '\J OBJEK R~TRTBUSI DAERAH (SPdORD) 
RETRIBUSI PENGe;NIJALIAN MENARA TELEKOMUNIKASf 

--------, 

KOP PERUSAHAAN 

No. SPdORD: 

Ll J I □-I I I 
SURAT PENDAt--vrAAAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPdORD) 

K<.:pada: 
Yth. Kcpala Dinas Komunikasi , lnformatika 

dan Persandian Kabupatcn Oarito Utarn 
di 

Muara Teweh - -
DATA MENARA KABUPATEN 13ARITO UTARA 

1 . Nama Pcmihk Mcnara 
2. Alamat Pcmilik Me11ara 

I NO 
-
SITE 

ID 
NAMA 
SITE 

......... . \, .................. ... ........... . 
. . ......... ' ........... ... ... ......... .. .... . 

ALAMAT 1 LOKASI 
AT---.iENl-n-

0 

TINGGI ' TAHUN PEMBUATAN . IM; 
AT -~ENARA MENARA (M) __ MENARA ___ _ 

. tfJ=-f- .. -1 ·~ -I ·· t 3: 
KOORDIN, 

LONG W· 
-_-_____ --------- --------~-1----

() 

I 



NO I srn,; TNAMA I Al 
11 

- .. ·-L< •. , [ Kno1m1"<AT I .11•:~ 'ilf<CGI -I TAIIUN p1.;MBUl\'l'/\N I 
1 D _ srn➔: • M/\ 1 I >1,/\~I LON<, I LAT \ M 1,:l'o\lV\ . M P~NAIV\ (MI I M 1➔~NAl-.!A 

1Mnl 

I t1 I 1 · · 
--- - -- . 

I 

. I dst I I I I I I I l_ 

Sclx1gui bahan Iebih lnnjut kuini lumrm kan : 

I cl. !<,to kop1 ltknlil,ls f)L'Hltltk ITil:llcJI";l untuk pcrnrt111g,Jn d.111 nkt<.1 pc.;11diri.111 bad.ill hulo1n1 untuk ~1m~c.1n; 
b. dnlam lwl u l.u.1:-;~1ka11 kt'pada ornng •11:1u f:h1chrn , d1h1 .I.J:t11ka11 ~urut k1 m~n UUlU pcrJilllJtun 

sn:ukupnyn duri Pc.:rnilik mc11;1rn: 

v,111g dibui)Uhi mctcrni 

c. cf,•ku m,• r, ~-1 :.,nd,1 c b.::1k 1-1 !•:or.~ln ,ks.i !l'lt·!t::r,1. 

·•· ···· .. ······· .......... ......... ..... . 2U .. . 

Nnmn ,h:las . .. * ....... . ... .. .......... ... - •• 

·r:1nda Tungun . .. ....... ....... .... .. . 

... _____ --- - --=--- - - .._ - .. - - --- - -----------------------------------------------, ··············· ····-------···········--·-··--··---···---·---------~----- /'oto11<J cl1~1111 ----------------- -- *••------- ~ _ I - - Nu. S PcH>RI> : .. ·.......... .... ... ..... - · 

T1\f\Jl>A Tl<;~l\1/\ 

l>llSI OLI~l I J>[~TU(;AS Pl~N li:l~IMA 
Dilcnrna Ta ngga l .... . ....... . 
Nc1m.1,Jclm,/NIP ................ .. .. 
Tnnd.1 Tanu,il 11 ............... . .. • •· 

~~~~ 
7 0C;'. ·. .. ~ ..... A.J\ ... B.ARITO UTARA, 

!'~ I. \~\:~ l ', (.•' . I. ) • 

( l -, ~ ·. . .,. . . ' , ,Ir I , / I • . , 
..._\ --~ ~-~T J I 

· /. • N.ADALSYAH 
_,::,, ___ :,____..., ' 



LAMPIRAN II : 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR '.l~ TAHUN 2019 
TENTANG PERUBAH)U\~ AT~S PERATURAN 
BUPATI NOMOR 15 1'AHUN 2018 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSA:.'lAAN DAN TATA CARA 
PEMUNGUTAN RETRlBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI 

TAT,\ C1\RA PERIIITUNG1\N 
RETRIPL. '31 >ENGE~DALIAN MEKr\l~t\ TEL _r:OMUNIKt\SI 

Tnrif R1.·tribusi dihitung bcrdasarkan hiaya rata-rata c tau u-irif per nwnara JWr 
tahun clikalikan incleks variabcl jrirak tcmpuh dik,ilibrn indrk:-. varial>d jrnis 

menara clan jumlah kunjungan cl:,Jam :-:;atu tahun. 

P,-•rhitungan Tanf Retrihusi nwnyesuailrnn drngan _jurnlah mcnara, jumlah ban 

kunjungan kesemua ml'nara. biaya transponasi, uang harian dan ATK. Untuk 

rumus perhitungan. jumlab kunjungan pn rnenarn <\ 7 inciek~, ariabd Oenis 
menara clan j,1n1k tempuhl l1t'r~if,ll tetap. 

Contoh Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian M e1 1ara Telekomuni.kasi 

1. Perhitungan Besaran Biaya Operasional 

8. Untuk :-)() n1t'nara teh·k1.1mu ni1-...-t.s: ., ang ada cli l:arJupaten Barito c~tarcl. 

jumlah nari kunjungan ke s<·mua mt'll8.ra sehr111) ik : 

- ,Jumlah mcnara/es1.imnsi rata-rata jumial· mcna:rn ym1g c.Iapat 

diku njungi per hari 
- ( ,•) =: ;")., ...... 

- 18.(>7 hari 

19 hari (pcrnbulatanJ 

Pc·nrtapan dalam s.-:1.tu rnhun adaJa1
• l. 1·ali k 1 rnjurga.,, rnak,1 jumlah had 

dalmn satu \~~hun ~da\ah seh~nyak 19 had x 2 = 3 8 hari. 

h. ,Jumlah biay<1 kunjung:111 untuk semua mcnar t cew,mmunikast srtt'lah 

dilakukan pt"'rhirungan berdasark::m kt!putusan r:11.9HJ.i. tJ:t11.:3.L~ S1andar 

Biaya Pcrj,1l.ma11 Dinas cti Lingkungan Pemcr ni ah Kabup:-H<·n Bc:u-itn 

Utara c.,r•bf!s}Jr Rp. :13.510.000.00. Biaya t ranspc ·t 1si _ncr kunjungan per 
mend1r1 ddalnh sebesar: 

- Total bia\·a kunjunga11/jumlah hari kunjunga11 ~ e st·mLl:l mcnara 

= Rp. :33.510 000,00 /l 9 

= Rp. I . 763.000,00 

P<·netripan Cld~a1,1 !->atu tahun adalah 2 kc11i kt njungan. maka jumlah 

biay~ tr,1 n'->porta...,i cla.1;::a, ~::itu tahLtn ad:-ilah st·b riyak Rp. 1. 763.000,00 

x 2 = Rp. 3.526.000,00. 

c. Jumh-111 ua11g pCl:J"'1,an;,n <lincts pt•t ugas pcng~ was sehan) ak :1 orang 

1\SN / PNS (2. orn.ng dari Dina!'-. hornu nikasi. \nfc-.qnatika <.\::ln Pt>r~andian 

clan I orang rJari Dinas Pck,·11aan Umum chm cnat;:i~m l~w:rng} dengan 
t iugk.:11 Ht1/penggolongan bia) a v:=tkni ringlrnt C, r, <.< 1u ..,, <·'•~'n t~i'm'l~u~"rn' 



prrhittmgan br•rdnsarkan srnndar biaya p1·1jalanan clinns yang clilrt.-1plrnn 

Bup.-1ti scbesar Rp. 27 .175.000,00. U;mg, harinn pt•r kunjungan per 
mcnarn aclalnh sehcsar : 

= Total usng per:Jalmrnn clinas pet ugas ptngawas jumlah han 

kunjungan/jumlah prtuga!') pengawas 

== Rp. 27.175.750.00/ l<;J/3 

= Rp. 476. 750,00 

J>cm·tapan dr1lmn sc1tu rnhun adalah 2 kali kunjuug:m, Pin1·a jumlah uang 

harian chlam satu rnhu11 adalah scbanyak R.?· 476. 750,00 x 2 = 

Rp. 953.SOOtOO. 

d. AiK .nr.t,puu hla~a pcngi.rin1an baik sur~t m~n>u;at, S~RD, STRl>. dan 

lwrkas, pemhuatan s1iker. dar rxmb~lian :tlal 1ulis kantor dllt't~1pknn 

untuk smu tahun sehesar Rp. 2.500.000,00 

2. Perhitungan Besaran Tarif Retribusi 

A. Biaya rata-rata per menara per kunjungan 

.\1endisrribusi,-.ru1 perhitungan biaya tr, ll'-;p,n.~:., uang harian dan .\T1' 
per tahun per menarn kc daJam rurnu.s unrnk me.ngctahui twsarn_\H 
biaya rata-rata/tarif rwr mcnara per tar...1r.: 

l Transport c\"-l 
- . 

1 Lang harian 

1 Tim 38 

,1 (Jrang 38 

hari~-

hmi 

I<p 5.5.-.c,. 100_.- Rp 66 qc,4_000.on 

Rp. 9:-,l. i00.- l<p. 54.Jir].5U0.0n ---
Rp. 2.5C'l.OOO.- Rp. 2.500.000.00 ~-~---- -------3 ATI-.'. 1 tahllII 

_ Total Biaya Opcrasional p_!i:_~un___ ~23J:i43.S00,00 
Biaya rata-uta. atau tarif per menara per tahun untuk 56 
menaxa {biaya operasional di bagi jumlah mena:ra.} 
~ ----- ----- ---

Pembulatan 

B. Tar if variabel 
Vari: bPI , ang digunakan aclalah se')agai berikut: 

Rp. '2,211.491,07 

.Rp. 2 .2 11.500,00 

1. Variab<'I inrak tcmr;,uh: dalarn korn (incleks 0. 7\ dm1 luar kola fjnckk~ 
1.:J) 

2. Vari8l>C'I jenis mennra: mcnara monopult:/ h., muflase (indeks 0,()1, 
nwnara :nandiri 3 1-:nki {imlcks 1} dnn menan:1 mandiri {illdeks l, 1) 

C. Mendistribusikan biaya rata-rata atau tarif per menara per tabun 
sebesar Rp. 2.'211.500,00 ke masing-masing v ariabel sesuai indeks 

Variabel 1.ndeks Indeks BiaJ E, yang 
didistr i busikan 

Distribusi 
Biaya 

l 

Dalam Kota 
:\' d 8ra 

0,7 

I 1'Vloi1upu!:/K, m~l1a..,t. __ 
Menara Mano d .1 K«K 

---,..---
.._ Mcnara M,rndiri 4 Kak_i ___ _ 
Luar Kota - --- ----~ 
1l t'"n,Lrn 
:Monopole/ KFimutlas_·c ___ _ 
Mcnam Mandiri 3 l{aki 
Menarn Mandiri 4 Kaki 

t 

--~-

0,9 

l 
1, 1 

!.j 
5 12 .x4 atau 

____ .,x..:.J __ 
: .) 1 500.CI 1 1.348.050,(10 .. -
•. 5.Jt, 050.00 

1.548 o:=;o.oo ---~ 
1.548 o:Su.no 
2.~ 11 500.00 

2 87~ 95U.l 0 

1.393.2~ ::;.oo 

1.548,0.~0.00 
1. 702.8.35.00 

2.87-4.950.00 

2.5~7 45~.oo 

..... 

2 874.9.~0.00 

3.162.445.0Q___, 



.. ., 
D. Perhitungan besaran tarif Retribusi Pen;~endalian Menara 

Telekomunikasi (RPMT) 

PT. XX memihki ,rn~nara tclekomunikasi A j<·ms monopok ucrada di 

\\·ila_\ ah l,clurahm1 r-..11-1:1_\ u Kccanrntan Tt>\\"el Tcngah clan PT. XZ 

nwmiliki rnenara telekomunikasi B jcrns nandiri I kaki cli Desa Rirnba 

Sari Kt•camatan Tcweh Tcngah clikunjung, sebnnyak 2 kali dalam satu 

laliun, 1nHka tormu1a 1wrhitungan rnrif rc· .. r'r,u!-.h1~ c1 ac\r-11ah S<'bagai 

bcrikut : 

Inch·ks Varial)el Jarak Tempuh : 

Mcnara tclckomunikn.si A = 0.7 clan menarn tt:le"{< munikasi n = 1,3 

lmkks Variahel J (•nis 1\kn:1rct : 

Menara 1elt'komu11ikasi A = 0,9 dan men.-tra tc.:ld .. ,, nunik:i::.i B = 1.1 

Biaya Ra1a-Rata atau Tanf Per Mt•n;ff.-t Per Tantu1 ;.: F:p. 2.2i 'i .'2>Wi'.1,'LR1 

R\.\m"u.'5 Pcrh,Y\."1.n?,"ctn ·. 

RPMT = TP (Tarif RetriJ:n:;it x TR (Tingkat 
Pengguna Jasa) 

Tarir Retribusi - Inc-!r,.;:s Va1iabcl Jara.: Ti>mpuh x Indeks 
V,iriahd Jcnis Mcnar::i :, T;ui! Per .\·lenara 

Tingkat P<>ng,g\.H\~\. l~~a = 2 kah {-sud<1.l1 cHt<'tar1.<.nn1 

Menara ;\ 0. 7 x 0.') ;-.. Rp. 1-<p . .t . .! I J .500,00 

= ~J1. 1 .:l<l'3.2--lS.OC) 

Jadi jumlah Ret rihusi ,·an~ harus dib.-1varkan pc•milii{ mem,ra PT. XX 
ter::-P.hut untuk satu tahun rnlalnh Rp. l.39~,.:t45,00 fsatu jute tiga 

ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) . 

~lc'nara B = 1,3x l,I xRr>.2.211.5!J0.0U 

= l~JJ. 3. l(,2 .-t-L5.00 

Jacti jumlc'lh Rerribusj _v,m1g harus dib~_,·arkan p~iri1 1,.;: mc•nnra PT. XZ 

t<"rsehut untuk satu tahun adalah Rp. 3.162.4 45,00 ftiga juta seratus 
enam puluh dua ribu empat ratus empat pulub. lima rupiah). 
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(6) ,Jumlah hari kunjungan kesemua menara dihitung berdasarkan estimasi 
rata-rata jumluh mcnara yang dapat dikunjungi dalarn 1 (satu) hari 
ditetapkan sebanyak 3 (tiga\ menara per hon 

(7) I31aya opcrasional sebaga1mana dimaksutl pwfrl ayat (3) dihitung 
berdasarkan: 

a. jumlah biaya transportasi dan uang harian r.;etugas peng:nvas yang 
mengacu pada keputusan Bupati ten tang St J ndm B1a) a Perjalanan 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabu-pateH Banta Utara dcngan 
perrutungan sebagai berikut: 
l. biaya transportasi berdasarkan rata-rata h, saran biaya kunjungan 

dalam rangka pcngendalian dan penga\vasan mcnara dalam satu 
kunjungan per menara dengan rumus: 
Total b1aya kunjungan/jumlah hari kun.Jungan ke semua mcnara; 

2. uang harian petugas pengawas LJC.:rdasarka 1 rata-rata uang harian 
petugas penga,-..as dalaM rangka pengend 3lian dan pcngawa~an 
menara dalam satu kunjungan per menara dt lgan rumus: 
Total uang perjalanan dinas petugas p, nga-.\'as/jumlah han 
kunjungan/jumlah petugas pengawas; 

\). ~~~ ~t\-anYo \ \~\'u.~ ~'2..l}.1f,.• .. w.j'3.~'s?t~ •. 

(8) Tata cara perhitungan besaran tanr retnbus1 ~eb.ig;;._imnna dimaksud pada 
a,·at (1) tercanlwn dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4. Ketent:uan Lamµfran ~ dan L·amp\-ran lll d-iubah, ~ehini~!.a m~nj0di se.bagaimana 
cercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang mcrupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pcraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngunc.angan Peracuran Bupad 
ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah Kabupatc 1 Baritu Utara. 

D1tetapkan di M 1a ra ,,..eweh 
pada tanggal 7 91(fobtr 2019 

·" \:---BU~ATI ~,~RlTO UTARA, 

Diundangkan di Muara Teweh 

.Q: ' ,, 

I Ji( r · NADALSYAH 
~./; ' 

• , I 

pada tanggal 7 ot<rot:u 20 J q -
,,,- -SEKRETARIS DAERAH 

/ UPATEN BARITO UTARA, 

-
ABIDJN 

• . KABUPATEN BARITO UTAR.\J~UN~t)19 NOMOR ~ -


